BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 46 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT! KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II huruf D
angka 2 huruf e angka 9 dan huruf [ angka 19
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring
dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

b. bahwa dalam rangka terwujudnya tertib administrasi,
akuntabilitas dan transparansi pengelolaan belanja
hibah dan bantuan sosial di Daerah, maka Peraturan
Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring
dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah perlu dilakukan perubahan; ﬁf’i'r’




Mengingat

C,

-2

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monttorning
dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawes! (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822},

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); @)ﬂ;




Menetapkan

-3-

4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan
Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di
Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322};

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepalauan
Sangihe Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DBAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUAS! HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG

BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH, 19 4,




4.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 12
Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah
dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Kepulauan Sangihe Tahun 2021 Nomor 12}, diubah
sebagai berikut:

Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 {satu) BAB yakni
BAB VA yang terdiri dari 1 (satu) Pasal yakni Pasal 48A,

sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 48A

(1) Penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 42, Pasal 43 dan
Pasal 44 dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat Dberupa teguran tertulis,
penundaan/penghentian pencairan/penyaluran
Hibah dan Bantuan Sosial yang diberikan secara
bertahap dan/atau penerima Hibah atau Bantuan
Sosial tidak dapat menerima Hibah atau menerima
Bantuan Sosial untuk tahun-tahun berikutnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Bupati melalui SKPD yang menganggarkan belanja
Hibah dan belanja Bantuan Sosial terkait
menerapkan sanksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

(4) Ketentuan mengenai sanksi administrasi bagi

Penerima Hibah ditetapkan dalam NPHD. M




5.

Pasal I1
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ni dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Kepulauan Sangihe. M

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 17 Desember 2024
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Lowny

/é..BE RET HUPPY WOUNDE
Diundangkan di Tahuna

pada tanggal 17 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

ANCHTON HARRY WOLFF

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2024
NOMOR 46




